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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang belum bersertipikat 

tanpa melalui Akta PPAT di Kabupaten Bojonegoro belum diberikan 

secara langsung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. 

Perlindungan hukum yang tersedia lebih bersifat preventif melalui 

mekanisme pendaftaran tanah pertama kali, pembuktian hak atas tanah, 

dan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Ketentuan dalam Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 99 PP Nomor 18 Tahun 

2021 memberikan kesempatan kepada masyarakat yang menguasai tanah 

berdasarkan hak lama atau transaksi di bawah tangan untuk memperoleh 

pengakuan hukum melalui proses pendaftaran tanah. Namun demikian, 

apabila terjadi sengketa atas tanah yang belum terdaftar, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tidak memiliki kewenangan untuk 

menentukan pihak yang berhak maupun memberikan perlindungan 

hukum secara langsung karena tanah tersebut belum tercatat dalam 

administrasi pertanahan. 

Hambatan yang dihadapi pembeli tanah yang belum bersertipikat 

tanpa melalui Akta PPAT meliputi hambatan yuridis, administratif, dan 

sosiologis. Hambatan yuridis berupa lemahnya alat bukti kepemilikan 

karena transaksi hanya dilakukan berdasarkan surat di bawah tangan, 

kuitansi, atau Letter C. Hambatan administratif berupa kesulitan dalam   
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proses pendaftaran tanah akibat ketidaklengkapan dokumen dan belum  

terpenuhinya persyaratan formal yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan. Sementara itu, hambatan sosiologis berupa 

rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya sertipikat 

tanah dan penggunaan Akta PPAT dalam transaksi jual beli tanah. 

Apabila sengketa terjadi, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli 

adalah melalui penyelesaian non-litigasi berupa musyawarah dan mediasi, 

serta penyelesaian litigasi melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri 

untuk memperoleh pengakuan hak atas tanah yang disengketakan.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada Pemerintah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar terus meningkatkan sosialisasi 

mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan penggunaan Akta PPAT 

dalam setiap transaksi peralihan hak atas tanah. Selain itu, perlu dilakukan 

penyempurnaan regulasi yang memberikan perlindungan hukum yang 

lebih jelas bagi pembeli tanah yang beritikad baik dalam transaksi tanah 

yang belum bersertipikat. 

2. Kepada masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli tanah, 

hendaknya memastikan status hukum tanah yang akan dibeli, melengkapi 

dokumen kepemilikan yang diperlukan, serta melakukan transaksi di 

hadapan PPAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah 
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transaksi dilakukan, masyarakat juga perlu segera mendaftarkan tanah 

tersebut agar memperoleh sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat dan 

memberikan kepastian hukum. 
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